KOP PERWAKILAN
KEPUTUSAN DUTA BESAR/WAKIL TETAP/KONSUL JENDERAL/KONSUL REPUBLIK INDONESIA 1) DI ………… 2)
NOMOR : ……………………… 3)
TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA 

PADA KEDUTAAN BESAR/PERUTUSAN TETAP/KONSULAT JENDERAL/KONSULAT REPUBLIK INDONESIA 4)
DUTA BESAR/WAKIL TETAP/KONSUL JENDERAL/KONSUL 5) REPUBLIK INDONESIA .......... 6),
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Permenlu 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta untuk melaksanakan rencana pengadaan barang/jasa pada KBRI/KJRI/KRI ......7), perlu menunjuk Pejabat Pengadaan pada KBRI/KJRI/KRI .......8) ;


b.
bahwa terdapat mutasi 9) pegawai dari dan ke Pusat yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pegawai di KBRI/KJRI/KRI ....... 10) ; 



(Note : apabila pejabat pengadaan lama dimutasi ke Pusat)




bahwa terdapat perubahan Pejabat Pengadaan pada KBRI/KJRI/KRI ....... 10) ;




(Note : apabila terdapat perubahan personel Pejabat Pengadaan)




bahwa terdapat penetapan Pejabat Pengadaan pada KBRI/KJRI/KRI ....... 10) ;




(Note : apabila sebelumnya Perwakilan belum pernah menetapkan Pejabat Pengaadan) 


c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Duta Besar/Watapri/Konsul Jenderal/Konsul RI 11) tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada KBRI/KJRI/KRI ....... 12) 
Mengingat
:    1.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;



2.
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/2004/01 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;


3.
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
MEMUTUSKAN:
	MENETAPKAN
	:
	KEPUTUSAN DUTA BESAR/WAKIL TETAP/KONSUL JENDERAL/KONSUL 13) REPUBLIK INDONESIA ............. 14) TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KEDUTAAN BESAR/PERUTUSAN TETAP/KONSULAT JENDERAL/KONSULAT REPUBLIK INDONESIA 15) DI …………16). 


	KESATU  
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM


	:

:

:

:
:
:

	Menunjuk Sdr/i. ...................17), NIP. ..................18), ......................19) sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kedutaan Besar/Perutusan Tetap/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia 20) di ...............21) 

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab atas pegadaan barang/jasa pada Kedutaan Besar/Perutusan Tetap/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia 22) di …………..23), meliputi:
a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi; dan

c. Melaksanakan e-Purchasing.

sesuai dengan besaran nilai pengadaan barang/jasa di luar negeri.
Pejabat Pengadaan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Kepada Pejabat Pengadaan diberikan honorarium yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 24)
Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan Duta Besar/Wakil Tetap/Konsul Jenderal/Konsul 25) Republik Indonesia .......... 26) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kedutaan Besar/Perutusan Tetap/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia 27) di …………..28)
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
:  ............... 29)
Pada tanggal 
:       .............,20xx 30)
DUTA BESAR/WAKIL TETAP/KONSUL JENDERAL/KONSUL 31) REPUBLIK INDONESIA ................ 32),

........................... 33)
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN DUTA BESAR/WAKIL TETAP/KONSUL JENDERAL/KONSUL 34) REPUBLIK INDONESIA ................ 35)

NOMOR: ................... 36)

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KEDUTAAN BESAR/PERUTUSAN TETAP/KONSULAT JENDERAL/KONSULAT REPUBLIK INDONESIA 37) DI …………… 38)
SPECIMEN TANDA TANGAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KEDUTAAN BESAR/PERUTUSAN TETAP/ KONSULAT JENDERAL/ KONSULAT REPUBLIK INDONESIA 39) DI …………… 40)

	NO
	NAMA PEJABAT
	GELAR DIPLOMATIK/NON DIPLOMATIK/ LAINNYA41)
	TANDA TANGAN
	PARAF

	
	
	
	
	


PENJELASAN:
1) Dipilih salah satu

2) Diisi nama negara
3) Diisi nomor SK

4) Dipilih salah satu

5) Dipilih salah satu

6) Diisi nama negara

7) Dipilih salah satu dan diisi nama negara

8) Dipilih salah satu dan diisi nama negara
9) Dipilih salah satu kondisi: mutasi atau perubahan atau penetapan pertama kali

10) Dipilih salah satu dan diisi nama negara

11) Dipilih salah satu

12) Dipilih salah satu dan diisi nama negara

13) Dipilih salah satu

14) Diisi nama negara

15) Dipilih salah satu

16) Diisi nama negara

17) Diisi nama Pejabat

18) Diisi NIP. Jika tidak memiliki NIP dihapus saja
19) Diisi gelar/jabatan

20) Dipilih salah satu

21) Diisi nama negara

22) Dipilih salah satu

23) Diisi nama negara

24) Besaran honor sesuai dengan PMK Standar Biaya Masukan tahun anggaran berjalan

25) Dipilih salah satu

26) Diisi nama negara

27) Dipilih salah satu

28) Diisi nama negara

29) Diisi kota ditetapkannya SK

30) Diisi tanggal, bulan, tahun

31) Dipilih salah satu

32) Diisi nama negara

33) Diisi nama Kepala Perwakilan

34) Dipilih salah satu

35) Diisi nama negara

36) Diisi nomor SK

37) Dipilih salah satu

38) Diisi nama negara

39) Dipilih salah satu

40) Diisi nama negara

41) Diisi gelar diplomatik/non diplomatik/lainnya

Misalnya: Minister Counsellor/BPKRT/Pegawai Setempat
